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Andriani 8105132201. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Divisi 
Akuntasni dan Divisi Publikasi Badan Pusat Statistik. Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi & 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Laporan Praktik 
Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang telah 
dilakukan selama PKL dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan 
mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan. Beralamat di Jl. Dr. Sutomo 6-8, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710. Badan Busat Statistik merupakan Biro 
Pusat Statistik Lembaga Pemerintahan Non Kementrian. Kerja Lapangan 
dilaksanakan selama satu bulan yang dimulai sejak tanggal 29 Juni 2015 s.d. 11 
Agustus 2015 dengan 5 hari kerja, Senin-Jum’at pada pukul 08.00-16.00 WIB. 
Pada Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik serta Bagian Akuntansi ini, 
praktikan mengupdate judul buku, menghitung jumlah halaman buku untuk 
menentukan harga buku, Membuat proposal kegiatan pada Subdirektorat 
Publikasi dan Kompilasi Statistik, dan laporan realisasi belanja satuan kerja per 
jenis belanja di bagian akuntansi serta membantu pekerjaan karyawan Badan 
Pusat Statistik. Selama pelaksanaan PKL, praktikan dibimbing oleh Ibu Wiwiek 
Widyati, S.Sos, M.M sebagai kepala  Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi 
Statistik dan Bapak Mohamad Saman, S.Si, M.M sebagai kepala bagian 
akuntansi. Meskipun dalam melaksanakan PKL terdapat beberapa kendala yang 
sering dihadapi, namun kegiatan PKL dapat berjalan dengan lancar dan dapat 
terselesaikan dengan hasil yang cukup baik. Praktikan menjadi tahu dan 
mendapat pengalaman mengenai kinerja subdirektorat publikasi dan kompilasi 



















 KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur praktikan panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa  atas 
limpahan karunianya sehingga praktikan dapat menyelesaikan laporan 
Praktik  Kerja Lapangan pada perusahaan Badan Pusat Statistik dengan 
baik.  
Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pusat 
Statistik, praktikan banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman 
yang belum pernah didapatkan sebelumnya di dunia kampus khususnya 
di dalam kelas. Berbagai hambatan dan tantangan juga dialami oleh 
praktikan, baik dari luar kantor maupun dalam kantor selama 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.  
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat untuk memenuhi salah  
satu tugas mata kuliah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di  
konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Jurusan Ekonomi & Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta.  
Ucapan terima kasih praktikan ucapkan kepada pihak-pihak yang 
telah membantu dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan antara lain :  




 2. Santi Susanti, S.Pd, M.Ak, selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Dosen 
Pembimbing Praktik Kerja Lapangan. 
3. Susi Indriani, SE., M.S.Ak selaku Penguji Ahli Seminar PKL 
Pendidikan Akuntansi 2013. 
Praktikan juga mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua 
praktikan atas jasanya selama ini dan telah mendoakan serta mendukung 
praktikan hingga praktikan dapat menyelesaikan laporan ini dengan  tepat 
waktu. Praktikan menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan  
laporan PKL ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, praktikan 
memohon maaf atas kesalahan yang ada serta menerima kritik dan saran 
yang dapat membangun sangat diperlukan. Akhir kata semoga laporan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat bermanfaat dan menambah 
wawasan pengetahuan tentang Praktik Lapangan Akuntansi bagi penulis 
dan juga pembaca.   
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A. Latar Belakang PKL 
Dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah 
dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidik dan peserta 
didik, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Hal tersebut 
sangat berpengaruh dalam kemajuan pendidikan. Pendidikan adalah usaha 
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga dalam melaksanakan prinsip 
penyelenggaraan pendidikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional 
yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan 
berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai 
suatu cita- cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat 
di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri 
kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.1 
                                                          
1 http://belajarpsikologi.com/tujuan-pendidikan-nasional/ Diakses tanggal 3 Oktober 2015 
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Perguruan tinggi merupakan salah satu sebagai institusi pendidikan yang 
memiliki peran sangat besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia 
(SDM) dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran yang strategis dan 
besar tersebut dapat dijalankan dengan baik maka lulusan perguruan tinggi 
haruslah memiliki kualitas yang unggul. 
Dalam masa ini seorang mahasiswa bukan hanya dituntut berkompeten 
dalam bidang kajian ilmunya tetapi juga dituntut untuk memiliki kompetensi 
yang holistic  seperti mandiri, mampu berkomunikasi memiliki jejaring yang 
luas, mampu mengambil keputusan, peka terhadap perubahan dan 
perkembangan yang terjadi di dunia luar. 
Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa mahasiswa dengan kualifikasi 
tersebut sulit ditemukan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah program Praktik 
Kerja Lapangan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk 
memperoleh berbagai kompetensi holistic yang dibutuhkan setelah 
menyelesaikan pendidikan. 
Praktek Kerja Lapangan adalah kegiatan pemagangan bagi mahasiswa di 
dunia kerja baik di bidang industri maupun pemerintahan dan merupakan mata 
kuliah yang wajib untuk ditempuh oleh seluruh mahasiswa Universitas Negeri 
Jakarta. Kegiatan ini memiliki maksud agar mahasiswa mendapatkan 
pengalaman sebelum mereka memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, 
sehingga mahasiswa akan mendapatkan bekal dari Praktek Kerja Lapangan 
yang sudah dilaksanakan. Dengan adanya Praktek Kerja Lapangan, Mahasiswa 
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akan mengetahui ketrampilan dan pengetahuan yang perlu dikembangkan dan 
perlu dipertahankan. 
Salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam 
pendidikan perguruan tinggi adalah melaui Program Praktek Kerja Lapangan 
yang merupakan sarana penting bagi pengembangan diri dalam dunia kerja 
yang nyata. Jadi kegiatan PKL ini dapat memberikan kontribusi yang berarti 
bagi perkembangan mahasiswa untuk mempersiapkan diri sebaik baiknya 
sebelum memasuki dunia kerja dan perkembangan kompetensi di Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun maksud dari pelaksanaan 
program Praktik Kerja Lapangan adalah : 
1. Melakukan tugas Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan latar belakang 
bidang pendidikan yaitu bidang akuntansi. 
2. Menjadikan sarana untuk mengembangkan segala potensi dan kemampuan 
yang dimiliki dalam diri mahasiswa. 
3. Mempelajari secara langsung penerapan ilmu akuntansi khususnya di dunia 
kerja. 
4. Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk 
memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam bidang akuntansi. 
4 
 
5. Menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang didapat di bangku 
kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya khususnya dalam bidang 
akuntansi. 
6. Mendapatkan pengalaman kerja baik ilmu pengetahuan yang didapat 
maupun kondisi dalam dunia kerja sebelum memasuki dunia kerja yang 
nyata. 
 
Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah : 
1. Untuk menjalankan kewajiban PKL sebagai salah satu mata kuliah prasyarat 
wajib bagi mahasiswa. 
2. Untuk memperoleh wawasan dan pengimplementasian langsung pada 
bidang akuntansi yang ada di lingkungan kerja nyata dan memperoleh 
perbandingan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan. 
3. Untuk menambah pengalaman praktikan dan memperkenalkan praktikan 
akan dunia kerja serta mengasah kemampuan yang dimiliki agar sesuai 
dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. sebagai bekal setelah lulus kuliah.  
4. Untuk mengenalkan praktikan mengenai segala hal dalam dunia kerja, baik 
dalam pekerjaan maupun kondisi lingkungan pekerjaan. 
 
C. Kegunaan PKL 
Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, diperoleh beberapa manfaat 
bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal tersebut. Adapun manfaat tersebut 
adalah :  
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1. Bagi praktikan 
a. Melatih tanggungjawab dan disiplin dalam hal pengolahan informasi dan 
manajemen waktu dalam menjalankan tugas yang diberikan. 
b. Sarana pengaplikasian kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh 
selama mengikuti perkuliahan untuk diterapkan dalam pelaksanaan kerja.  
c. Sarana menggali informasi-informasi tentang dunia kerja sehingga 
praktikan dapat melatih dan mempersiapkan diri untuk terjun dalam 
dunia kerja. 
d. Mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat bersosialisasi dan 
berinteraksi dengan karyawan yang telah berpengalaman di dunia kerja 
nyata. 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ  
a. Sebagai sarana pembinaan hubungan baik terhadap perusahaan atau 
instansi pemerintah agar nantinya dapat memberikan informasi dunia 
kerja terhadap lulusan-lulusan dari Fakultas Ekonomi khususnya. 
b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa sehingga dapat menciptakan 
lulusan yang berkualitas 
c. Mengukur seberapa besar peran tenaga pendidik dalam memberikan 
materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang 
terjadi di dunia kerja. 
d. Mendapatkan masukan agar dapat menyempurnakan kurikulum yang ada 
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta perkembangan teknologi 
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e. Sebagai masukan untuk Program Studi Pendidikan Akuntansi dalam 
rangka pengembangan program studi. 
 
3. Bagi Instansi  
a. Meringankan beban instansi dalam penyelesaian tugas dimana praktikan 
ditempatkan. 
b. Instansi dapat melakukan tanggungjawab sosialnya karena telah 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan PKL.  
c. Dapat menjalin hubungan baik dan harmonis dengan pihak Universitas 
Negeri Jakarta dalam hubungan yang bermanfaat dan saling 
menguntungkan. 
d. Menjalin hubungan baik yang dapat saling menguntungkan antara 
instansi dengan universitas. 
e. Sebagai sarana kontribusi bagi instansi terhadap dunia pendidikan. 
 
D. Tempat Pelaksanaan PKL 
Praktikan melaksanakan PKL di sebuah perusahan Biro Pusat Statistik 
Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yaitu Badan Pusat Statistik. Berikut 
ini adalah identitas lengkap tempat pelaksanaan PKL : 
Nama Instansi  : Badan Pusat Statistik 
        Divisi Akuntansi dan Divisi Publikasi 
Alamat Office  : Jl. Dr. Sutomo 6-8, Daerah Khusus Ibukota 
                                        Jakarta 10710. 
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Workshop   :  Jl. Dr. Sutomo 6-8, Daerah Khusus Ibukota 
                                         Jakarta 10710. 
No. Telp / Fax  :  (021) 350-7057 atau (021)384-1195 ext.32303234 
Website   :  www.bps.go.id 
Email   :  pst3100@bps.go.id 
     Bagian Tempat PKL :  Subdirektorat  Publikasi dan Kompilasi Statistik 
                                                   dan pada Bidang Akuntansi 
 
Alasan praktikan melaksanan PKL pada Subdit Publikasi dan Kolpilasi 
Statistik dan pada Bidang Akuntansi karena bagian tersebut merupakan tempat 
yang tepat sebagai sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan akuntansi 
yang telah diperoleh dan mengembangkan kemampuan praktikan dalam 
memahami dunia kerja. Bagian Akuntansi menangani seluruh kegiatan 
operasional keuangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan 
Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik menangani mengenai 
penginputan Buku yang di miliki oleh Badan Pusat Statistik. Sehingga bagian 
ini sesuai dengan pengetahuan dasar yang dimiliki praktikan dalam bidang 
akuntansi. 
 
E. Jadwal Waktu PKL 
1. Tahap Persiapan  
Persiapan PKL dimulai sejak bulan Juni 2015. Pertama praktikan 
mencari perusahaan yang tepat dan dapat menerima mahasiswa PKL sesuai 
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dengan jurusan yaitu bidang akuntansi. Lalu mempersiapkan surat-surat 
yang mendukung dalam kegiatan ini. Pada bulan Juni praktikan menerima 
konfirmasi melalui telepon dari Badan Pusat Statistik bahwa praktikan 
diizinkan untuk melaksanakan PKL di perusahaan tersebut pada akhir bulan 
Juni sampai pertengahan bulan Agustus, Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
terpotong waktunya dikarenakan Praktik terpotong dengan liburan Hari 
Besar Umat Islam. Praktikan ditempatkan di Subdirektorat Publikasi dan 
Kompilasi Statistik terhitung mulai tanggal 29 Juni 2015 s.d. 11 Agustus 
2015, dan di selingi pada Bidang Akuntansi. 
 
2. Tahap Pelaksanaan  
Praktikan melaksanakan PKL dari tanggal 29 Juni 2015 s.d. 11 
Agustus 2015 dengan 5 hari kerja (Senin s.d. Jum’at), jam kerja dari pukul 
08.00 s.d 16.00 WIB. 
 
3. Tahap Penulisan Laporan PKL  
Praktikan mulai menyusun laporan PKL terhitung mulai 03 Oktober 
2015 s.d 05 Oktober 2015 sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 
Gelar Sarjana Pendidikan (S1). Penulisan dimulai dengan mengumpulkan 
data-data yang dibutuhkan terkait dengan proses penulisan dan 
merealisasikannya dalam penulisan laporan PKL. Dalam penulisannya, 
praktikan berpedoman kepada ketentuan penulisan yang telah dikeluarkan 




TINJAUAN PERUSAHAAN PKL 
 
A. Sejarah Perusahaan 
Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS 
merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 
Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. 
Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 
tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan 
perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti 
menjadi Badan Pusat Statistik.  
 
1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda  
 Pada bulan Februari 1920 di kantor Statistik untuk pertama kalinya 
didirikan oleh Direktur Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan dan 
berkedudukan di Bogor. Kantor ini diserahi tugas untuk mengolah dan 
mempublikasikan data statistik. Pada bulan Maret 1923 dibentuk suatu 
komisi yang bernama Komisi untuk Statistik yang anggotanya merupakan 
wakil dari tiap-tiap departemen. Komisi tersebut diberi tugas untuk 
merencanakan tindakan-tindakan yang mengarah sejauh mungkin untuk 
mencapai kesatuan dalam kegiatan di bidang statistik di Indonesia. Selain 
dari itu, komisi ini mengurus terutama bagian statistik yang dimuat di dalam 
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Laporan Indonesia yang sebelumnya disebut Laporan Kolonial.  Pada bulan 
September 1924 nama lembaga tersebut diganti menjadi Kantor Pusat 
Statistik dan dipindahkan ke Jakarta.Bersamaan dengan itu beralih pula 
pekerjaan mekanisme Statistik Perdagangan yang sekarang disebut Kantor 
Bea Cukai. Kantor Pusat Statistik selain mencakup bidang administrasi 
mencakup juga bagian yang menangani Urusan Umum,Statistik 
Perdagangan,Statistik Pertanian,Statistik Kerajinan, Statistik Konjungtor, 
Statistik Sosial. Kegiatan statistik pada era ini diarahkan untuk mendukung 
kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintahan Kolonial Belanda. Komisi ini 
juga pernah melakukan sesuatu kegiatan statistik yang bersifat monumental 
yaitu Sensus Penduduk 1930, yang nerupakan sensus penduduk yang 
pertama kali dilakukan di Indonesia.  
 
2. Masa Pemerintahan Jepang  
Pada Juni 1942 Pemerintah Jepang baru mengaktifkan kembali 
kegiatan statistic yang utamanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 
perang/militer. Dan tugas serta fungsi kegiatan statistik pada saat itu lebih 
terkonsentrasi untuk keperluan militer. 
3. Masa Pemerintahan RI  
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 
Agustus 1945 kegiatan statistik ditangani oleh lembaga baru yaitu Kantor 
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Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI). 
Perkembangan berikutnya KAPPURI dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik 
(KPS) dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri 
Kemakmuran. Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 172 Tahun 
1957,terhitung mulai 1 Juni 1957 KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik, 
dan urusan statistik yang semula menjadi tanggung jawab dan wewenang 
Menteri Perekonomian dialihkan menjadi wewenang dan berada di bawah 
Perdana Menteri. Berdasarkan Keppres ini pula secara formal nama Biro 
Pusat Statistik dipergunakan. 
Memenuhi anjuran Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar 
setiap Negara yang menjadi anggota PBB agar menyelenggarakan sensus 
penduduk secara serentak, maka tanggal 24 September 1960 telah 
diundangkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus sebagai pengganti 
Volkstelling Ordonnantie 1930. 
Dalam rangka memperhatikan kebutuhan data bagi perencanaan 
Pembangunan Semesta Berencana dan mengingat Statistiek Ordonnantie 
1934, dirasakan tidak sesuai lagi dengan cepatnya kemajuan yang dicapai 
negara kita, maka tanggal 26 September 1960 telah diundangkan UU Nomor 
7 Tahun 1960 tentang Statistik. 
Berdasarkan keputusan Presidium Kabinet RI Nomor Aa/C/9 tahun 
1965 maka setiap Daerah Tingkat I dan II dibentuk kantor cabang Biro 
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Pusat Statistik dengan nama Kantor Sensus dan Statistik Daerah (KKS) 
yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik di daerah. Di 
setiap daerah administrasi kecamatan dapat diangkat seorang atau lebih 
pegawai yang merupakan pegawai KKS di tingkat II dan ditempatkan di 
bawah pengawasan Kepala Kecamatan. 
 
4. Masa Orde Baru-Sekarang 
Seiring dengan perkembangan jaman, khususnya pada pemerintahan 
Orde Baru, untuk memenuhi kebutuhan dalam perencanaan dan evaluasi 
pembangunan,mutlak dibutuhkan data statistik. Untuk mendapatkan data 
secara tepat dan akurat, salah satu unsurnya adalah pembenahan organisasi 
BPS. Dalam masa Orde Baru ini, BPS telah mengalami empat kali 
perubahan stuktur organisasi :  
a. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1980 tentang organisasi BPS  
b. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1980 tentang organisasi BPS  
c. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1992 tentang kedudukan, tugas, 
fungsi, susunan dan tata kerja BPS  
d. Undang-undang No.16 tahun 1997 tentang statistik  
e. Keputusan Presiden RI No.86 tahun 1998 tentang BPS  
f. Keputusan kepala BPS No.100 tahun 1998 tentang organisasi dan tata 
kerja BPS  
g. PP 51 tahun 1998 tentang penyelenggaraan statistik.  
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Tahun 1968, ditetapkan peraturan pemerintah No.16 tahun 1968 yaitu 
yang mengatur organisasi dan tata kerja di pusat dan daerah. Tahun 1980, 
peraturan pemerintah No. 6 Tahun 1980 tentang organisasi sebagai 
pengganti peraturan pemerintah No.16 tahun 1968. Berdasarkan peraturan 
pemerintah No.6 tahun 1980 di tiap provinsi terdapat perwakilan BPS 
dengan nama kantor statistik provinsi dan di kabupaten atau kotamadya 
terdapat cabang perwakilan BPS dengan nama kantor statistik kabupaten 
atau kotamadya. Pada tanggal 19 Mei 1997 menetapkan tentang statistik 
sebagai pengganti UU No.6 dan 7 tentang sensus dan statistik. Pada tanggal 
17 Juli 1998 dengan keputusan presiden RI No.89 tahun 1998, ditetapkan 
BPS sekaligus mengatur tata kerja dan stuktur organisasi BPS yang baru. 
 
Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS 
merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 
Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. 
Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 
tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan 
perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti 
menjadi Badan Pusat Statistik. 
 
Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara 
lain :   
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1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik 
dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang 
dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan 
BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, 
perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau 
bersama dengan BPS. 
2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita 
Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat 
dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan. 
3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. 
4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk 
menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan 
saran dan pertimbangan kepada BPS. 
Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan 
yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :   
1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini 
didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari 
departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder 
2. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau 
institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional. 
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3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi 
statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan 
pelatihan statistik. 
4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain 
untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. 
B. Struktur Organisasi 
Berikut ini merupakan struktur Organisasi yang dimilki oleh Badan Pusat 
Statistik  
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat 
Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Susunan organisasi 
BPS terdiri dari: 
1. Kepala; 
2. Sekretariat Utama; 
3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik; 
4. Deputi Bidang Statistik Sosial; 
5. Deputi Bidang Statistik Produksi; 
6. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa; 
7. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik; 
8. Inspektorat Utama; 
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; 
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10. Instansi Vertikal 
BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin 
BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS; 
menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung 
jawabnya; serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan 
organisasi lain. Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, 5 (lima) Deputi 
dan Inspektorat Utama. 
Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, 
pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. 
Sekretariat Utama terdiri dari beberapa Biro, setiap Biro terdiri dari beberapa 
Bagian dan setiap Bagian terdiri dari beberapa Subbagian. Sekretariat Utama 
terdiri dari Biro Bina Program, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro 
Hubungan Masyarakat dan Hukum, dan Biro Umum. 
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan 
informasi statistik. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terdiri 
dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Direktorat 
Diseminasi Statistik, dan Direktorat Sistim Informasi Statistik. 
Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Deputi Bidang 
Statistik Sosial terdiri dari Direktorat Statistik Kependudukan & 
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Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat 
Statistik Ketahanan Sosial. 
Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi. Deputi 
Bidang Statistik Produksi terdiri dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, 
Hortikultura & Perkebunan, Direktorat Peternakan, Perikanan & Kehutanan 
dan Direktorat Statistik Industri. 
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik 
distribusi dan jasa. Deputi Bidang Statistik Distribusi & Jasa terdiri dari 
Direktorat Statistik Harga, Direktorat Statistik Distribusi, dan Direktorat 
Statistik Keuangan, TI & Pariwisata. 
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang neraca dan 
analisis statistik. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik terdiri dari 
Direktorat Neraca Produksi, Direktorat Neraca Pengeluaran, dan Direktorat 
Analisis & Pengembangan Statistik. 
Inspektorat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan 
fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS; 
1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang mempunyai tugas 
melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan 
kepemimpinan serta teknis dan fungsional. 
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2. Instansi Vertikal BPS terdiri dari BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. 
BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala BPS. BPS Kabupaten/Kota adalah 
instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala BPS Provinsi. 
3. Disamping itu terdapat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) yang 
pembentukannya berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 163 tahun 
1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sebagai perguruan tinggi 
kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik yang berkedudukan di 
Jakarta. Struktur organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Statistik didasarkan pada 
Keputusan Kepala BPS Nomor 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dipimpin 
oleh seorang Ketua. 
C. Visi dan Misi 
1. Visi 
Pelopor data statistik terpercaya untuk semua 
 Misi 
1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang 
terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional. 
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui 
pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 
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3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah 
untuk kemajuan perstatistikan 
 Nilai-Nilai Inti 
Core values (nilai–nilai inti) BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk 
membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam 
melaksanakan tugas. 
Nilai-nilai Inti BPS terdiri dari: 
1. PROFESIONAL 
a. Kompeten 
    Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban 
b. Efektif 
     Memberikan hasil maksimal 
c. Efisien 
    Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya 
minimal 
d. Inovatif 
    Selalu melakukan permbaruan dan/atau penyempurnaan melalui 




    Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses 




   Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan 
institusi 
b. Disiplin 
    Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan 
c. Konsisten 
     Satunya kata dengan perbuatan 
d. Terbuka 
     Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai 
pihak 
e. Akuntabel 





    Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya 
didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi 
mental spiritual 
b. Jujur 
    Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari 
prinsip moralitas 
c. Tulus 
   Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan 
(pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas 
untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau 
perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa 
d. Adil 
    Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya 
 
D. Tugas, Fungsi dan Kewenangan 
Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan 
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. 
1. Tugas 





a. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik; 
b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional; 
c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar; 
d. Penetapan sistem statistik nasional; 
e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang 
kegiatan statistik; dan 
f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang 
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, 
kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan 
dan rumah tangga. 
3. Kewenangan 
a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; 
b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan 
secara makro; 
c. Penetapan sistem informasi di bidangnya; 
d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional; 
e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu; 
f. a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan 
    statistik; 




E. Proses Pengolahan Data 
 Tahap pengolahan data sangat menentukan seberapa jauh tingkat 
keakuratan dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. BPS merupakan 
instansi perintis dalam penggunaan komputer karena telah memulai 
menggunakannya sejak sekitar 1960. Sebelum menggunakan komputer, BPS 
menggunakan kalkulator dan alat hitung sipoa dalam mengolah data. 
Teknologi komputer yang diterapkan di BPS selalu disesuaikan dengan 
perkembangan teknologi informasi dan juga mengacu kepada kebutuhan. 
Personal komputer yang secara umum lebih murah dan efisien telah dicoba 
digunakan untuk menggantikan mainframe. Sejak 1980-an, personal komputer 
telah digunakan di seluruh kantor BPS provinsi, diikuti dengan penggunaan 
komputer di seluruh BPS kabupaten dan kota sejak 1992. 
Dengan menggunakan personal komputer, kantor statistik di daerah dapat 
segera memproses pengolahan data, yang merupakan rangkaian kegiatan yang 
dimulai dari pengumpulan data, kemudian memasukkan data mentah ke dalam 
komputer dan selanjutnya data tersebut dikirim ke BPS pusat untuk diolah 
menjadi data nasional. 
Pengolahan data menggunakan personal komputer telah lama menjadi 
contoh pengolahan yang diterapkan oleh direktorat teknis di BPS pusat, 
terutama jika direktorat tersebut harus mempublikasikan hasil yang diperoleh 
dari survei yang diselenggarakan. 
Pengolahan data Sensus Penduduk tahun 2000 telah menggunakan mesin 
scanner, tujuannya untuk mempercepat kegiatan pengolahan data. Efek positif 
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dari penggunaan komputer oleh direktorat teknis yaitu selain lebih cepat, juga 
dapat memotivasi pegawai yang terlibat turut bertanggung jawab untuk 
menghasilkan sebanyak mungkin data statistik dan indikator secara tepat waktu 
dan akurat dibanding sebelumnya. Selain itu, penggunaan computer sangat 
mendukung BPS dalam menghasilkan berbagai data statistik dan indikator-
indikator yang rumit seperti kemiskinan, Input-Output (I-O) table, Social 
Accounting Matrix (SAM), dan berbagai macam indeks komposit dalam waktu 
yang relatif singkat. 
Pada 1993, BPS mulai mengembangkan sebuah sistem informasi statistik 
secara geografis khususnya untuk pengolahan data wilayah sampai unit 
administrasi yang terkecil yang telah mulai dibuat secara manual sejak 1970. 
Data wilayah ini dibuat khususnya untuk menyajikan karakteristik daerah yang 
menonjol yang diperlukan oleh para perumus kebijakan dalam perencanaan 
pembangunan. 
Dalam mengolah data, BPS juga telah mengembangkan berbagai 
program aplikasi untuk data entry, editing, validasi, tabulasi dan analisis 
dengan menggunakan berbagai macam bahasa dan paket komputer. BPS 
bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai perangkat lunak komputer 
serta mentransfer pengetahuan dan keahliannya kepada staf BPS daerah. 
Pembangunan infrastruktur teknologi informasi di BPS didasarkan pada 
tujuan yang ingin dicapai yaitu mengikuti perkembangan permintaan dan 
kebutuhan dalam pengolahan data statistik; melakukan pembaharuan/inovasi 
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dalam hal metode kerja yang lebih baik serta memberikan kemudahan kepada 

























PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di Badan Pusat Statistik. 
Praktikan ditempatkan pada Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik 
dan Bidang Akuntansi. Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik 
merupakan bagian dari Direktorat Diseminasi Statistik. Sedangkan Bidang 
Akuntansi merupakan bagian dari Biro Keuangan. Subdirektorat Publikasi dan 
Kompilasi Statistik mempunyai tugas-tugas, diantaranya: melakukan penataan 
perwajahan, tata letak, jenis huruf, bentuk tabel, bentuk grafik, format, dan 
nomor publikasi BPS sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, melakukan 
kompilasi naskah dalam bentuk softcopy menjadi naskah siap cetak sesuai 
dengan pedoman pembakuan bentuk publikasi, melaksanakan standardisasi 
sistem dan program aplikasi pengolahan data serta memberi dukungan 
pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dan menyusun laporan 
kegiatan secara berkala dan sewaktu-waktu.  
Selain tugas- tugas tersebut pada Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi 






1. Menetapkan harga buku, lalu dilakukan penjualan untuk buku- buku 
tersebut dalam bentuk softcopy dan hardcopy di perpustakaan BPS sehingga 
dapat diketahui bahwa penjualan tersebut merupakan pendapatan Badan 
Pusat Statistik sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)  yang 
sebelumnya dilakukan pemutakhiran buku dalam sebuah database. 
2. Membuat laporan daya serap penggunaan anggaran PNBP, dalam anggaran 
tersebut mengetahui anggaran PNBP mengalokasikan anggarannya untuk 
melakukan kegiatan belanja barang kode akun 52 dan dilakukannya 
perhitungan daya serap yang dibandingkan dengan anggran dalam 
Pelaksanaan Operasional Kegiatan untuk mengetahui efektivitas dari daya 
serap anggaran tersebut. 
3. Membuat Rencana Kebutuhan Anggaran Dalam Rangka Kegiatan 
Diseminasi Statistik Melalui Penyusunan Publikasi, dalam hal ini 
menggalokasikan anggaran untuk anggaran konsumsi, transport lokal, uang 
lembur, dan pencetakan dengan tujuan anggaran yang dialokasikan untuk 
menunjang kegiatan penyusunan publikasi.  
4. Menyusun Biaya Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan 
Sumber Daya Manusia di Badan Pusat Statistik, dalam pekerjaan ini 
melakukan penyusunan biaya untuk kegiatan seminar bahasa dimana biaya- 
biaya yang perlu dilakukan penyusunan didalamnya terdapat biaya honor 




Bidang Akuntansi mempunyai tugas dalam pembuatan laporan keuangan 
yang dilaksanakan dalam waktu semesteran dan tahunan. Persiapan dalam 
penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan melengkapi dokumen- 
dokumen untuk mendukung hasil laporan yang relevan. Laporan keuangan 
dibuat oleh tingkatan satuan kerja, wilayah, eselon I, dan kementrian lembaga 
dalam Badan Pusat Statistik. Didalam pembuatan laporan keuangan BPS ada 
pengecekan dari Insepektorat yang disebut APIP dan pengauditan oleh BPK. 
Struktur anggaran BPS hanya ada satu yang terdapat di eselon I. Dimana 
anggaran yang diberikan dalam dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran) disahkan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan atas nama Menteri 
Keuangan berfungsi untuk pembiayaan dan sebagai dokumen pendukung 
kegiatan. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan bahwa laporan 
pertanggung jawaban pelaksanaan APBN  disampaikan dalam laporan 
keuangan.  Praktikan ditempatkan pada bidang Akuntansi yang mempunyai 
kedudukan dalam pembuatan laporan keuangan tingkat eselon I. Dalam 
pekerjaan ini semua staff mempunyai tugas- tugas membuat laporan keuangan 
yang telah dibagi atas wilayah BPS yang terdapat di Indonesia. Bidang 
pekerjaan yang dilakukan oleh staff akuntansi BPS dalam penyusunan laporan 
keuangan yaitu, sebagai berikut: 
1. Membuat Laporan Realisasi Anggaran dimana PSAP No. 02 mengatur 
persyaratan-persyaratan tersebut dalam LRA menghitung rincian estimasi 
dan realisasi terkait pendapatan, belanja, sisa atau kurang dari pembiayaan 
yang masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu 
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periode akuntansi Badan Pusat Statistik. Realisasi perhitungan LRA dibuat 
setiap bulan dalam satu periode. 
2. Neraca dalam pekerjaan ini melakukan perhitungan klasifikasi atas aset dan 
kewajiban yang Badan Pusat Statistik dalam hal ini mengklasifikasikan aset 
lancar dan nonlancar serta kewajiban jangka pendek dan jangka panjang 
dalam neraca. Dengan hal tersebut menggambarkan posisi keuangan Badan 
Pusat Statistik atas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 
tanggal tertentu.  
3. Laporan Arus Kas dimana PSAP No. 03 mengatur persyaratan-persyaratan 
tersebut para staff melakukan perhitungan atas arus masuk dan keluar kas 
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan 
transitoris. Laporan arus kas BPS menyajikan informasi mengenai sumber,  
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode yang 
bersangkutan, dan  saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.  
4. Catatan Atas Laporan Keuangan dalam Badan Pusat Statistik memberikan 
penjelasan- penjelasan atau daftar terinci serta analisis atas nilai suatu pos 
yang disajikan dalam LRA dan Neraca. CaLK akan mengungkapkan dasar 
penyajian laporan keuangan BPS berbasis akrual yang mengakui pengaruh 
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, 
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.  
Dalam membuat laporan keuangan Badan Pusat Statistik para staff 
menggunakan program aplikasi telah terstandarisasi oleh Kementrian 
Keuangan diman secara otomatis setiap transaksi akan masuk kedalam aplikasi 
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yang sudah ditetapkan secara khusus. Dimana program aplikasi SAIBA akan 
secara otomatis memasukan transaksi belanja pegawai, belanja barang, dan 
belanja modal. Untuk aplikasi persediaan untuk memasukan perhitungan aset 
lancar secara lebih spesifik pada belanja barang. Sedangkan aplikasi SIMAK-
BMN untuk memasukan perhitungan aset tetap secara lebih spesifik pada 
belanja modal. 
Dari berbagai tugas- tugas yang terdapat di Subdirektorat Publikasi dan 
Kompilasi Statistik juga Bagian Akuntansi pada Badan Pusat Statistik, adapun 
yang menjadi tugas praktikan selama Praktik Kerja Lapangan, antara lain : 
a. Membuat Laporan Daya Serap Penggunaan Anggaran PNBP 
b. Menetapkan harga buku dengan melakukan pemutakhiran melalui database 
c. Membuat Laporan Realiasisasi Belanja Pegawai Satuan Kerja Badan Pusat 
Statistik 
d. Membuat Laporan Realisasi Anggaran Belanja Wilayah Melalui KPPN 
 
B. Pelaksanaan Kerja  
1. Menentukan Harga Buku 
Dalam melaksankan tugas ini, praktikan diminta untuk menentukan 
harga buku dengan cara masuk ke dalam www.bps.go.id kemudian 
publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) setelah itu praktikan menentukan 
jumlah halaman dengan mendownload buku dalam bentuk soft copy dengan 
provinsi yang telah di bagi sebelumnya oleh pembimbing, selanjutnya 
praktikan menghitung jumlah halaman dalam angka arab dan angka romawi, 
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dan menginput soft copy buku ke dalam publikasi kemudian akan muncul 
jumlah harga untuk buku tersebut. Dalam penentuan harga buku yang di 
buat oleh Badan Pusat Satitik dalam menentukan harga buku, sebelumnya 
telah di buat perjanjian secara tertulis yang telah di buat oleh BPS 
sebelumnya. Perjanjian ini berisikan range jumlah halaman dengan 
penentuan harga buku hasil dari kesepakatan bersama.  
Sebelum melaksanakan tugas ini, praktikan sebelumnya di berikan buku 
pedoman untuk pengerjaannya dan di berikan seorang pembimbing bertugas 
mengawasi dan membantu praktikan dalam mengerjakan tugas ini. Selain 
itu juga pembimbing memberikan arahan dan mejelaskan mengenai alasan 
dilakukannya tugas ini yaitu, untuk menentukan harga buku yang nantinya 
akan di jual bagi pihak yang berkepentingan. Dalam pengerjaan tugas ini 
praktikan harus mengutamakan ketelitian dalam pengupdetan jumlah 
halaman buku, sebab apabila terjadi kesalahan dalam menghitung jumlah 
halaman akan berdampak kepada yang lain terutama pada bagian keuangan 
mengenai pendapatan penjualan harga buku pada subdirektorat publikasi 
dan kompilasi statistik.  
 
2. Menetukan Anggaran Seminar 
Anggaran ini berisikan rincian anggaran dana yang akan di perlukan 
dalam seminar Bahasa Indonsia bagi seluruh peserta yang berasal dari 
subdirektorat publikasi dan kompilasi statistik Pusat yang berada di wilayah 
DKI Jakarta. Praktikan di tugaskan untuk membuat proposal pengajuan 
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dana dalam melaksanakan seminar Bahasa Indonesia dimana bertujuan 
untuk membagi ilmu cara penulisan yang baik dan benar sesuai dengan 
EYD yang baik dan benar, selain itu hal ini penting di lakukan agar seluruh 
subdirektorat publikasi yang telah dibuat di setiap cabang Badan Pusat 
Statistik memiliki hasil output yang sama, hal ini akan mempermudah 
penginputan publikasi dan juga penggabungan data publikasi dari seluruh 
subdirektorat publikasi dan kompilasi statistik Badan Pusat Statistik (BPS).  
Dalam mengerjakan tugas ini, praktikan di berikan buku pedoman 
dalam mengerjakan tugas ini dan di berikan referensi dalam bentuk tertulis  
dengan bentuk kegiatan yang sama selain itu juga praktikan di berikan 
seorang pembimbing dalam mengerjakan tugas ini. Pembimbing 
menjelaskan maksud dalam pembuatan proposal ini, yaitu untuk pengajuan 
anggaran dana kepada perbendahaaraan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk 
melaksanakan Proyek Kerja dalam subdirektorat publikasi dan kompilasi 
statistik Badan Pusat Statistik (BPS). 
 
3. Membuat Laporan Realisasi Belanja Satuan Kerja 
Praktikan di tugaskan untuk menghitung persentase serta sisa dari 
anggaran Modal mulai dari bulan Januari hingga bulan Juli 2015 di Badan 
Pusat Statitik. Praktikan di sini bertugas untuk mengelompokkan data 
kabupaten kedalam provinsi masing-masing, hal ini praktikan memerlukan 
waktu yang cukup lama karena di perlukan kecermatan dan ketelitian yang 
baik agar tidak terjadi kesalahan dalam pengerjaannya. Selanjutnya 
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praktikan menghitung persentase realisasi yang di hasilkan dari hasil bagi 
antara realisasi dengan pagu yang mengahasilkan persentase, bila persentase 
yang di hasilkan tidak mencapai 100% maka langkah selanjutnya yaitu 
menghitung sisa modal dengan cara pagu di kurangi dengan realisasi setelah 
itu di jumlahkan secara keseluruhan.  
Dalam pengerjaannya praktikan di bantu oleh buku pedoman dalam 
membuatan tabel dalam perhitungan laporan realisasi belanja satuan kerja  
dan di bantu oleh seorang pembimbing agar tugas yang di kerjakan sesuai 
dengan standar yang telah di tetapkan oleh perusahaan. Penugasan ini 
bertujuan untuk mengetahui total anggaran modal secara keseluruhan yang 
telah di realisasikan dan sisa anggaran modal baik dalam lingkup kabupaten 
ataupun setiap provinsi di Badan Pusat Statistik (BPS).  
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama menjalankan tugas, praktikan mengalami beberapa hal yang 
menjadi kendala pelaksanaan, antara lain : 
1. Dalam mengaudit harga buku, praktikan memiliki beberapa kendala 
diantaranya, praktikan tidak mengetahui langkah awal dalam pengerjaan 
tugas, terdapat judul buku yang memililiki kemiripan yang signifikan, target 
pencapaian yang tinggi dalam jumlah pengupdetan buku sehingga membuat 
praktikan terburu-buru dalam pengerjaannya, rasa  kantuk yang diakibatkan 
pelaksanaan tugas yang monoton yang membuat ketelitian praktik 
berkurang, dan menjadikan praktikan salah update, hal ini akan 
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berakibatkan fatal sebab akan mempengaruhi jumlah halaman buku dan 
penentuan harga buku  tidak sesuai dengan semestinya, jumlah maksimum 
kuota updetan yang terbatas, hal ini memperhambat kinerja di akibatkan 
waktu luang terbuang untuk menunggu agar dapat melakukan pengupdetan 
kembali. 
2. Dalam pembuatan proposal seminar Bahasa Indonesia yang diadakan di 
Badan Pusat Statistik di kantor Pusat wilayah DKI Jakarta, diantaranya 
awalnya tidak ada penjelasan dari pembimbing dalam penggambaran 
penugasan dan tidak terdapat contoh lain atau pedoman dalam bukti tertulis 
agar praktikan dapat mengerjakannya dengan baik, namun di pertengahan 
pengerjaan pembimbing menjelaskan tujuan dibuatnya proposal ini dan 
contoh lain proposal tersebut dalam bentuk tertulis walaupun kegiatannya 
tidak sama namun jenis kegiatannya serupa, selain itu praktikan kesulitan 
dalam penempatan kata-kata yang tepat dalam pembuatan proposal, mencari 
bahan-bahan dalam pembuatan proposal, seperti anggaran yang di butuhkan 
dalam acara seminar ini.  
3. Dalam membuat laporan realisasi belanja satuan kerja, praktikan memiliki 
beberapa kendala diantaranya, kesalahan dalam mengelompokkan 
kabupaten sesuai dengan provinsinya diakibatkan jumlah kabupaten yang 
terlalu banyak dan pengetahuan praktikan yang karang luas mengenai 
wilayah-wilayah yang tergabung di setiap provinsi. Kesalahan dalam 
penempatan rumus dalam menghitungan persentase realisasi pada setiap 





D. Solusi  
Dari beberapa kendala yang telah dikemukakan, praktikan melakukan 
berbagai usaha untuk mengatasinya. Usaha mengatasi kendala tersebut 
diantaranya: 
1. Menanyakan mengenai prosedur pekerjaan langsung kepada pembimbing 
praktikan pada masa Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktikan menanyakan 
bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh praktikan yang 
sesuai dengan yang prosedur yang telah ditetapkan. Praktikan juga 
melaporkan setiap hasil kerja yang dilakukan kepada pembimbing untuk 
diperiksa dan diberikan pendapat. Hal ini dilakukan pada masa awal 
praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Melaporkan soft copy 
buku yang tidak sesuai dengan struktur yang telah di tentukan dari pihak 
BPS, serta meningkatkan ketelitian dalam pengerjaan tugas, agar angka 
kesalahan atau human error dapat terhindari. Paling utama yaitu praktikan 
tidak takut untuk bertanya kepada pembimbing.   
2. Menanyakan mengenai prosedur pekerjaan langsung kepada pembimbing 
praktikan pada masa Praktik Kerja Lapangan (PKL). Membaca  buku 
panduan dengan benar agar pengerjaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
telah di tetapkan perusahaan Selain itu praktikan juga mencari tahu 
mengenai bahan-bahan materi yang di butuhkan dalam pembuatan proposal 
serta meminta kepada pembimbing praktikan mengenai contoh proposal 
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acara dengan kegiatan yang serupa untuk dijadikan sebagai  referensi 
praktikan dalam pengkerjaan tugas. Praktikan tidak takut untuk bertanya 
kepada pembimbing. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan 
yang mungkin dilakukan oleh praktikan. Praktikan juga tidak sungkan untuk 
meminta pendapat kepada pembimbing dalam pengambilan keputusan 
dalam menentukan pengeluaran pada setiap konten acara yang di butuhkan 
anggaran dana pengeluaran, hal ini di lakukan agar praktikan tidak salah 
arah dalam pengambilan keputusan dalam pembuatan prosoal kegiatan ini. 
Merapihkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pembuatan proposal 
kegiatan, hal ini akan mempermudah praktikan dalam pengerjaan tugas 
pembuatan proposal ini. 
3. Praktikan bertanya mengenai prosedur pembuatan laporan realisasi belanja 
satuan kerja, dan membaca buku panduan dengan benar agar pengerjaan 
tugas sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan perusahaan. Teliti 
dalam penempatan angka, dan menggunakan prinsip kehati-hatian untuk 
mengurangi human error. Mengecek  kembali laporan yang telah di buat 
agar dapat terhindar dari kesalahan. Sabar dalam mengerjakan tugas, sebab 
dalam pengerjaan tugas ini di butuhkan waktu yang cukup lama untuk 







Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah yang 
terdapat pada kurikulum program S-1 Pendidikan Ekonomi Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi, yang berarti wajib dilaksanakan penulis untuk 
memenuhi syarat dalam menyelesaikan perkulihannya yaitu pada program 
studi Pendidikan Ekonomi. Praktik Kerja Lapangan merupakan program yang 
dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai 
dunia kerja bagi para mahasiswa sekaligus memberikan kesempatan 
mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Subdirektorat 
Publikasi Kompilasi Statistik dan Bidang Akuntansi di Badan Pusat Statistik 
(BPS) selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 29 Juni 2015 s.d. 11 
Agustus 2015 dengan 5 hari kerja, Senin-Jum’at pada pukul 08.00-16.00 WIB.  
Selama pelaksanaan PKL, praktikan memperoleh banyak pengetahuan 
khususnya pengelolaan keuangan dan publikasi di salah satu perusahaan Biro 
Keuangan Non Pemerintahan. Berikut adalah hasil yang diperoleh praktikan 
setelah melaksanakan PKL : 
1. Mampu memahami proses estimasi anggaran suatu event. 
2. Mampu merekapitulasi peredaran usaha ke dalam komputer dengan 
menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 
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3. Mampu mengupdate buku dengan system database 
4. Mampu membuat proposal kegiatan perusahaan dengan system 
pemerintahan 




Berdasarkan pengalaman selama menjalani Praktik Kerja Lapangan, 
praktikan memiliki beberapa saran yang dapat membantu dalam pelaksanaan 
PKL kedepannya agar lebih baik lagi. Adapun saran yang dapat praktikan 
berikan adalah:  
1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL  
a. Mahasiswa sebaiknya menyiapkan diri dengan mencari informasi tempat 
PKL yang sesuai dengan bidang pendidikan yang ditempuh.  
b. Menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan PKL. 
c. Melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab 
dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau 
instansi tempat pelaksanaan PKL agar menjaga nama baik Universitas.  
d. Menjalin hubungan baik dengan para pegawai perusahaan tempat 
praktikan melakukan PKL agar dapat memperoleh informasi, 





2. Bagi pihak Universitas  
a. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan atau instansi pemerintahan 
agar mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan tempat PKL.  
b. Memberikan sosialisasi dan pelatihan yang cukup sebagai bekal 
mahasiswa sebelum melakukan PKL. 
  
3. Bagi Instansi  
a. Memberikan bimbingan dan pelayanan yang baik terhadap peserta PKL 
sehingga peserta PKL mengetahui tugasnya dengan jelas dalam 
melaksanakan PKL di instansi tersebut. 
b. Menjaga hubungan baik dengan universitas sebagai tempat menyaring 
calon karyawan yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah. 
c. Hendaknya pegawai perusahaan dapat meberikan perhatian, kepercayaan 
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Lampiran 11 :  Jadwal Kegiatan PKL 
 

















     
3 
Surat permohonan  
PKL ke perusahaan 




































Lampiran 12 :  Daftar Penilaian PKL 
No Kriteria Penilaian Interval Skor Skor 





a. Sistematika Penulisan 





a. Relevansitopik dengan keahlian bidang dan benar 





a. Keakuratan informasi 
b. Relevansi informasi dengan uraian tulisan 





a. Sistematika Penyajian 
b. Penggunaan alat bantu 






a. Ketepatan jawaban 
b. Kemampuan mempertahankan argument 
Jumlah 100   
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